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ABSTRAK 

Skripsi ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana pengelapan 

minimarket melalui diskon yang dilakukan oleh pegawai minimarket dalam 

Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd. Jenis penelitian yang digunkan adalah 

yuridis normatif, dengan mengunakan sumber bahan hukum primer, skunder, dan 

tersier. perbuatan yang dilakukan para terdakwa yaitu dengan cara, ketika 

konsumen berbelanja, *pada saat membayar, terdakwa tidak langsung 

menerbitkan strunya terlebih dahulu, namun oleh para terdakwa terlebih dahulu 

memasukkan daftar barang yang dibeli konsumen tersebut ke komputer, setelah 

itu akan muncul menu pilihan : pembayaran tunai, debet, kredit, voucher atau 

diskon karyawan, setelah itu para terdakwa memilih menu diskon karyawan, 

sehingga akan muncul nominal diskon sebesar 5% dari jumlah total belanja 

konsumen dan oleh mereka para terdakwa uang belanja para terdakwa uang 

belanja tersebut hanya disetorkan ke prusahaan 95% sehingga mereka akan 

mendapatkan keuntungan sebesar 5%. setelah transaksi selesai, nota pembayaran 

(receipt) oleh mereka para terdakwa diberikan kepada konsumen namun 

sebelumnya ada diskon karyawan di nota pembayaran oleh terdakwa disobek 

dengan tujuan mengelabui konsumen, dan perbuatan mereka dilakukan secara 

bergantian. Maka dari kegiatan tersebut penulis berkeinginan mengajukan 

penelitian skripsi yang berjudul “pertanggungjawaban pidana pengelapan 

melalui jabatan atau pekerjaan diminimarket melalui mekanisme diskon 

(studi putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd). 

Kata Kunci : Pertangungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penggelapan,                         

Penyertaan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Makhluk sosial salah satunya ialah manusia yang mempunyai 

kebutuhan dan aktivitas tersendiri, dalam memenuhi kedua kebutuhan yang 

telah disebutkan maka biaya merupakan fator penting dalam pemenuhan 

kebutuhan masing-masing individu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

maka seseorang harus bekerja, karena dengan bekerja seseorang memiliki 

profesi. Dalam bidang profesi, terdapat organisasi yang masih memegang 

teguh suatu unsur yang dipegang yaitu unsur utama ini merupakan unsur 

kepercayaan.  

Kepercayaan merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu 

instansi dalam hal ini mereka memiliki jabatan yang didalamnya terdapat 

kepercayaan yang harus dijaga oleh seseorang. Dalam perkembangannya, 

kebutuhan yang dimiliki seseorang semakin banyak dan seringkali upah 

yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Berangkat dari 

hal tersebut terkadang munculah niat dalam menjalankan suatu tindakan 

yang curang.  

Pada dasarnya tindakan perorangan yang mempunyai suatu kekuasaan 

yang memakai kewenangan maupun hak yang dimiliki dengan menyimpang 

dan berlawanan terhadap makna dan fungsi dalam dilimpahkannya 

wewenang dari posisi tersebut, dan melaksanakan tindakan dimana tindakan 
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tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada seringkali tindakan 

tersebut menimbulkan kerugian bagi orang atau instansi lain melalui 

penggelapan-penggelapan berbentuk surat, barang, uang, dan dokumen. 

Sehingga tindakan yang dilakukan tersebut disebut sebagai Penggelapan di 

dalam melaksanakan jabatan. 

Tindak pidana penggelapan di dalam jabatan sering disebut dengan 

penggelapan dengan pemberatan, yang mana tertera secara tegas didalam 

pasal 374 berbunyi: 

“Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh 

orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada 

hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah 

untuk itu,  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” 

 

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang berkaitan 

terhadap moral ataupun mental serta kepercayaan yang dibangun 

berdasarkan kejujuran seseorang. Maka tindak pidana ini dimulai dengan 

munculnya suatu kepercayaan pihak yang dijalankan melalui pelaku tindak 

pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan merupakan bagian 

dari kejahatan terhadap kekayaan manusia hal ini tertera secara tegas dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).1 

Tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui orang yang ada 

didalam maupun luar perusahaan, secara aspek orang tersebut sangat 

mengetahui tentang pengaturan internal suatu perusahaan dimana seseorang 

itu mengemban pekerjaan. Oleh karena itu, hal yang mudah bagi pihak-

 
1 Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan 

pasal 415 KUHP, Jurnal lex crimen, Vol.6,No. 7, September 2017, hlm. 101. 
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pihak tersebut untuk menjalankan suatu tindakan yang masuk dalam 

kategori tindak pidana penggelapan.2 

Dewasa ini, terdapat beberapa kasus kejahatan yang ada di masyarakat 

dan terjadi di setiap daerah di Indonesia dan menjadi permasalahan yang 

serius di masyarakat Indonesia. Pelaku tindak pidana kejahatan seringkali 

terjadi dan bermunculan di masyarakat. Sebagai contoh dari sekian 

banyaknya kejahatan yang ada di Indonesia yaitu adanya kejahatan di 

masyarakat terkait harta benda dan harta kekayaan.  

Salah satu contoh kasus penggelapan dalam jabatan disebuah 

minimarket melalui diskon yang dilakukan oleh pegawai minimarket dalam 

Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd perbuatan yang dilakukan para 

terdakwa yaitu dengan cara, ketika konsumen datang ke minimarket tersebut 

dan berbelanja, pada saat membayar, terdakwa tidak langsung menerbitkan 

strunya terlebih dahulu, namun oleh para terdakwa terlebih dahulu 

memasukkan daftar barang yang dibeli konsumen tersebut ke komputer, 

setelah itu akan muncul menu pilihan : pembayaran tunai, debet, kredit, 

voucher atau diskon karyawan, setelah itu para terdakwa memilih menu 

diskon karyawan, setelah itu para terdakwa menscan barcode yang ada di 

NAME TAGE pada alat scanner, sehingga akan muncul nominal diskon 

sebesar 5% dari jumlah total belanja konsumen saat itu (misalnya konsumen 

belanja barang sebesar Rp. 100.000 maka akan mendapatkan diskon 5% 

 
2  Zainudin Hasan, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam 

Jabatan, Jurnal hukum, Vol.11, No.1, September 2010, hlm. 40. 
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yaitu sebesar Rp. 5.000 namun konsumen tetap membayar uang sebesar Rp. 

100.000 dan oleh mereka para terdakwa uang belanja para terdakwa uang 

belanja tersebut hanya disetorkan ke prusahaan sebesar Rp. 95.000 sehingga 

mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000. setelah transaksi 

selesai, nota pembayaran (struke) oleh mereka para terdakwa diberikan 

kepada konsumen namun sebelumnya ada tulisan diskon karyawan yang 

tertera dibawah nota pembayaran (struke belanja) oleh mereka para 

terdakwa disobek dengan tujuan untuk mengelabui konsumen, dan 

perbuatan mereka dilakukan secara bergantian oleh parah terdakwa.  

Maka dari kegiatan tersebut penulis berkeinginan mengajukan 

penelitian skripsi yang berjudul “pertanggungjawaban pidana 

penggelapan melalui jabatan atau pekerjaan diminimarket melalui 

mekanisme diskon (Studi putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd)” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dipecahkan, sebagai berikut; 

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, penggelapan 

melalui jabatan atau pekerjaan dalam putusan Nomor 

138/Pid.B/2018/PN.Pwd.? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penggelapan melalui jabatan 

atau pekerjaan dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd.? 

 

 



5 
 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penulisan skripsi ini agar dapat memecahkan 

permasalahan yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, yaitu:  

1. Untuk mengkaji serta menjabarkan bentuk pertimbangan hakim terhadap 

penjatuhan pidana terhadap rindak pidana penggelapan melalui jabatan. 

2. Untuk menganilisis dan menjelaskan makna dari pertanggungjawaban 

pidana penggelapan melalui jabatan. 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, 

yakni: 

1. Secara teoritis berguna untuk: 

a. Ilmu hukum pidana dapat dikembangkan dengan hal yang berkaitan 

dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan; 

b. Menambahkan informasi kepustakaan tambahan untuk semua para 

akademisi hukum. 

2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi sema praktisi 

hokum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak suatu peristiwa 

pidana dalam hal tindak pidana penggelapan dalan jabatan, diantaranya: 

a. Pemerintah dalam menyusun Undang-undang, untuk menjelaskan 

masukan berupa saran dalam menyusun peraturan yang mutakhir 

dengan jelas dan menegaskan ulang keberjalanan peraturan 

perundang-undangan sebelumnya, berhubungan dengan tindak pidana 

penggelapan dalam jabatan; 



6 
 

 

b. Lembaga penegak hukum, untuk panduan didalam menjalankan 

prosesi pelaksanakan aturan hukum, dan peran ini merupakan ungsi 

dari hakim untuk ketepatan dasar-dasar timbangan putusan meskipun 

adanya suatu kesamaan terhadap putusan lain dalam kasus yang sama; 

c. Pengusaha yang bergerak di bidang minimarket, untuk acuan 

pengusaha dalam melaksanakan pengawasan tindakan maupun 

perbuatannya, dan sebagai referensi untuk menimbulkan masyarakat 

yang sadar supaya lebih teliti melaksanakan usahanya. 

E. Ruang lingkup penelitian 

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang 

sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi 

maka hanya difokuskan terhadap pertanggungjawaban pidana penggelapan 

dalam jabatan dan pertimbangan hakim dalam tindak tindak pidana 

penggelapan dalam jabatan. 

F. Kerangka teori 

Kerangka teori yang diterapkan guna menyelesaikan dan menjelaskan 

terkait rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 Pertanggungjawaban adalah fungsi dasar yang ada didalam 

hukum pidana, dan biasa disebuyt sebagai “geen straf zonder schuld” 

(tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana dimana 

tidak ada kelalaian dan perbuatan salah pelaku tindak pidana biasa 

disebut sebagai leervanhet materiele feit. Hal yang termuat dalam 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menjelaskan 

tentang makna dari diterapkannya asas “geenstraf zonder schuld”, 

pada kenyataannya asas terebut dikenal dengan asas yang tak tertulis 

dan diterapkan di Indonesia. Sehingga di dalam sebuah 

pertanggungjawaban pidana ada 2 hal yang menadi pokok yaitu tindak 

pidana (daad straf recht), pelaku tindak pidana (dader straft recht).3 

Pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif (kesalahan 

dalam arti luas). 4  Teori dualistis tidak menyamakan antara tindak 

pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan 

dikeluarkan terhadap tindak pidana yang menjadi dasar pokok 

seseorang dikatakan bertanggungjawab dalam pertanggungjawaban 

pidana. Tindak pidana merupakan tindakan dimana mengatur tentang  

sanksi pidana. 5  Moeljatno menjelaskan terhadap pokok perbuatan 

pidana sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan terhadap suatu 

aturan hukum larangan mana dilengkapi dengan ancaman (sanksi) 

misalnya diterapkan tindak pidana tertentu, bagi orang yang mengatur 

terkait hal-hal lainnya.6 

Orang yang telah menjalankan tindakan setelah itu dapat 

dihukum dengan menerapka pidana, acuannya pada permasalahan 

apakah seseorang dalam menjalankan tindakan memiliki kesalahan 

 
3Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 

hlm.96. 
4H.M. Hamdan, Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP, (Medan: 

Usu Press, 2010),  hlm. 59.  
5 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta,: Kencana, 2006), hlm. 15. 
6Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 59.  
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atau tidak. Sehingga jika seseorang menjalankan tindakan yang 

termasuk dalam pidana dan terbukti unsur kesalahannya, secara 

hukum dapat diterpakan aturan yang berlaku. Apabila tidak ditemukan 

kesalahan meskipun sudah menjalankan perbuatan yang dilarang dan 

tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika 

tidak ada kesalahan” adalah acuan daripada dipidananya si 

pembuat, 7 artinya tindakan dalam masyarakat yang bisa d oleh 

masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan 

yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si 

terdakwa. Menjadi permasalahan selanjutnya, apakah si terdakwa juga 

dicela dengan dilakukannya tindakan itu, mengapa tindakan yang 

obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, 

SSehingga perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.8 

Dipidana atau tidaknya si pembuat bukan sebatas menjelaskan 

tentang perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si 

terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.9 

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan 

pembuat (liability base don fault), dan bukan hanya dengan 

dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, 

kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban 

pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak 

 
7Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: ksara Baru, 

1983), hlm. 75. 
8Djoko Prakoso, Hukum Panitensir Indonesia, (Yogyakarta: Libety, 1998), hlm. 105. 
9Ibid. hlm. 13 
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pidana. 10  Berangkat dari pokok-pokok asas tiada pidana tanpa 

kesalahan, Moeljatno menjelaskan pedoman yang dalam hukum 

pidana Indonesia disebut dengan ajaran dualistis, ajaran ini 

menjelaskan terkait pemisahkan tindak pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini biasanya mengatur 

tentang “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang 

melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan 

lainnya. 11  Tindak pidana dapat dilakukan apabila melihatk kondisi 

batin terdakwa yang tidak patut untuk diubah. Meskipun telah 

menjalankan tindak pidana, melainkan pembuatnya tidak terkait 

dengan kesalahan oleh sebab itu tak dapat dipertanggungjawabkan. 

Melaksanakan suatu tindak pidana, tidak memiliki makna bahwa 

pembuatnya bersalah terhadap suatu kesalahan.12 

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda 

khusus yaitu : 13 

a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan 

perbuatan (toere keningsvat baarheid vande dader); 

b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan 

perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; 

dan 

c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan 

pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.  

Berhubungan dengan makna kesalahan, pandangan E. Mezger 

bisa dimaknai dengan penjelasan mengenai kesalahan meliputi : 14 

 
10Chairul Huda, Op. Cit., hlm. 4.   
11Moeljatno, Op. Cit, hlm. 5.  
12Ibid, hlm. 6. 
13Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Graha Indonesia, 1994), hlm. 

136.  



10 
 

 

a. Kemampuan bertanggungjawab (zurechnung stahingist); 

b. Adanya bentuk kesalahan (schuld form) yang berupa 

kesengajaan (vorzatz) dan culpa (tahrlassig keit); dan 

c. Tidak ada penghapus kesalahan (keine schuld ansshiesungs 

grummade). 

Teori pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam 

menyelesaikan rumusan masalah tentang jenis pertanggungjawaban 

pidana penggelapan melalui jabatan atau pekerjaan diminimarket 

melalui mekanisme diskon (studi putusan Nomor 

138/Pid.B/2018/PN.Pwd.) 

2.  Teori Pertimbangan Hakim 

Kekuasaan kehakiman memiliki inti-inti yang dijelaskan 

maknanya di dala Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. UUD 1945 menjamin keberjalanan kekuasaan kehakiman 

yang independent. Pengaturan lainnya dalam Pasal 24 ayat (1) dan 

penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman15, pasal ini menyatakan bahwa :  

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia.” 

 

Selain itu pengaturan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan tentang : 

 
14Leden Marpaung, Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 

hlm. 12. 
15Ibid, hlm. 142. 
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“Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.” 

 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan independent yang 

mana terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra 

yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. 

Kebebasan untuk menjalankan fungsi yudisial pengaturannnya bersifat 

luwes dikarenakan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, maka dalam memutuskan harus 

menggambarkan rasa adil bagi warga Indonesia.16Kebebasan hakim 

diperlukan dalam hakim yang tidak sesuai atau memiliki opini dan 

pendapat lainnya (impartial jugde) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Pengertian tidak memihak dalam hal ini haruslah tidak 

harfiah, sebab untuk memutuskan vonis, hakim wajib menjunjung 

tinggi pihak yang benar. Secara garis besar makna yang ada 

didalamnya tidak tumpeng tindih dalam pertimbangan dan 

penilaiannya. Untuk selanjutnya perumusan Undang-Undang Nomor 

48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) 

memiliki makna:  

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang”.17 

 

 
16Andi Hamzah,  KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94. 
17Ibid, hlm. 95. 
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Hakim memiliki kewajiban dalam hal melaksanakan hukum dan 

menjunjung tinggi keadilan tanpa berat sebelah. Hakim didalam 

mebuat suatu vonis wajib menelusuri lebih lanjut terkait fakta-fakta 

kejadian tentang kasus yang ia telusuri kemudian memberikan 

penilaian bagi kejadian tersebut selain itu mengaitkannya dengan 

peraturan hukum yang sudah ada. Selanjutnya hakim baru bisa 

menjatuhkan vonis terhadap suatu kasus. Hakim harus dianggap tahu 

dan mengerti hukum maka hakim dilarang menolak memerika dan 

memberikan vonis atau putusan terhadap kejadian yang diajukan 

kepadanya. Pengaturan hal ini didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,18yaitu :  

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.” 

 

Hakim di dalam melakukan rechtfinding dapat menjelaskan 

sesuatu dengan acuan yaitu yurisprudensil serta opini ahli hukum 

terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Hakim terhadap 

putusannya bukan semata-mata berfokus terhadap esensial hukum 

yang berkembang dalam masyarakat, pengaturan ini secara jelas 

tertera pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman,19yaitu :  

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat”. 

 

 
18Andi Hamzah, Op. Cit. hlm.110. 
19Ibid, hlm 112. 



13 
 

 

Teori pertimbangan hakim diterapkan sebagai jawaban bagi 

rumusan masalah tentang kesesuaian pertimbangan hakim untuk 

menjatuhkan vonis dalam kasus penggelapan dari jabatan atau 

pekerjaan diminimarket dengan mekanisme diskon (studi putusan 

Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Pwd.) 

 

G. Metode penelitian 

Metode penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis memakai penelitian yuridis 

normatif. Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian 

hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. 20  Disebut seperti itu 

karena mengacu kepada ketentuan aturan tertulis maka penelitian ini 

berkaitan erat dengan perpustakaan dimana penelitian ini sangat 

memerlukan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian 

normatif berfokus kepada studi kepustakaan dan memakai sumber-

sumber data sekunder sebagai contoh yaitu pasal-pasal perundangan, 

teori hukum, hasil karya ilmiah maupun paper sarjana di bidangnya. 

Selain itu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis ditelusuri 

melalui berbagai macam ketentuan sebagai contoh ketentuan teori, 

filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan 

 
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2015), hlm. 94. 
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umum serta penjelasan khusus yang asda dalam suatu pasal, formalitas 

dan mengikatnya peraturan yang berupa undang-undang dan bahasa yang 

diterapkan merupakan bahasa hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan dalam penelitian ini diantaranya:  

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilaksanakan 

sebagai cara untuk mengkaji peraturan yang ada dan berkaitan 

dengan isu hukum yang sudah diputuskan.21 Pendekatan diterapkan 

sebagai cara mendapatkan gambaran analisis peraturan hukum 

melalui kajian peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini 

memberikan ruang bagi akademisi dalam hal mengupas wawasan 

yang merupakan keselarasan diantara satu peraturan terkait peraturan 

lainnya diantara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau 

diantara regulasi dan undang-undang.22 

b. Pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dalam 

penelitian memilik kegunaan sebagai cara untuk memahami 

pelaksanaan aturan hukum yang dilaksanakan untuk keberjalanan 

proses hukum. 23  Kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan 

yang nantinya dikaji dalam penelitian ini didasarkan pada Putusan 

Pengadilan No.138/Pid.B/2019/PN.Pwd. 

 

 
21 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet.3. (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 302. 
22Ibid. hlm. 17. 
23Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 304. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bahan yang didapatkan melalui data-

data sekunder. Data sekunder merupakan pengambilan data yang berasal 

dari perpustakaan. 24 sebagai penyelesaian permasalahan hukum secara 

mendetail, sehingga dibutuhkannya data-data kepustakaan yang 

bersumber hukum penelitian dan terdapat dalam beberapa jenis 

diantaranya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier: 

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, 

yang artinya mempunyai otoritas25, terdiri dari : 

1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

127; 

2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; 

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076; 

4) Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pwd. 

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum dimana diterapkan 

sebagai keterangan yang menjelaskan lebih dalam and data primer 

dihubungkan dalam bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh 

 
24Peter Mahmud Marzuki, Loc. Cit., hlm. 16. 
25Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 141.  



16 
 

 

ahli hukum dimana terdapat kesesuaian dengan permasalahan 

hukum.26 

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang menjelaskan dengan bantuan 

serta gambaran mengenai bahan primer dan sekunder seperti kamus, 

ensiklopedia, serta hal lainnya yang berhubungan untuk 

didapatkannya informasi terakurat, yang sesuai dan terkini.27 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum memiliki makana 

sebagai bahan-bahan sebagai acuan penelitian. Teknik yang mendukung 

dan berhubungan terhadap penjelasan penelitian merupakan studi 

kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan merupakan rangkaian 

alat pengumpulan bahan hukum dimana dilaksanakan dengan 

menggunakan content analisys. 28  Teknik seperti ini sangat relevan 

dengan acuan teori untuk menelaah serta memahami buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip juga hasil 

penelitian lainnya berbentuk cetak dan elektronik dan berkesinambungan 

dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. 

5. Analisis Bahan Penelitian 

Analisis bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini memakai 

analisis kualitatif merupakan menggunakan langkah berupa pemaparan, 

penguraian, penggambaran, bahan penelitian dengan mutu tinggi melalui 

 
26Ibid, hlm. 18. 
27Ibid, hlm.144.  
28Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 105. 
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susunan kalimat yang diatur secara teratur, runtun, serta tidak tumpang 

tindih juga memiliki fungsi efektif sebagai cara untuk meningkatkan 

pengetahuan serta interprestasi bahan penelitian. 29 . Analisis kualitatif 

dijelaskan dalam hal menganalisis. Selanjutnya disusun (melakukan 

interpretasi), mengkaji, dan memberikan penilaian bahan penelitian 

secara subtantif dan mengaitkan data dengan cara menarik hal yang 

penting yang sesuai serta merangkum berdasarkan fungsi dari  penulisan 

penelitian ini. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini memakai teknik analisis data dengan logika Induktif. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki berdasarkan kutipan opini Philiphus M. 

Hadjon menjelaskan, metode Induktif sebagaimana silogisme yang 

diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode Induktif berpangkal dari 

pegajuan premis major (pernyataan- bersifat umum) kemudian diajukan 

premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik 

suatu kesimpulan atau conclusion. Sehingga yang tertera dengan 

pengolahan bahan hukum melalui cara induktif merupakan menjelaskan 

sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik 

kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.30. 

 
29Ibid, hlm. 127.  
30Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 147. 
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